
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum, ada dua aturan hukum yang berlaku 

di Indonesia pada saat ini yaitu, aturan hukum tertulis dan aturan hukum tidak 

tertulis. Hukum tertulis biasa disebut dengan hukum positif. Hukum positif 

mencakup perundangan yang berlaku umum (publik), atau yang berlaku khusus 

(privat), yang pelaksanaannya dikawal aparatur negara dan dunia peradilan.  

Hukum pidana, disebut juga hukum adat, adalah seperangkat aturan yang 

mengatur perilaku sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

dan berlaku untuk setiap orang Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku luas (publik) termasuk hukum pidana. Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) merupakan suatu kitab undang-undang tunggal yang memuat 

seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana 

Indonesia yang terkodifikasi saat ini. Bagian peraturan perundang-undangan ini 

sudah menjadi satu kesatuan, artinya berlaku untuk semua kelompok sosial, selain 

dikodifikasi.1 Pemberlakuan lKUHP ldi lseluruh lwilayah lIndonesia ldilakukan pada 

20 September l1958, ldengan diundangkannya lUU lNo. l7 lTahun l1958 tentang 

lmenyatakan lberlakunya lUU lNo. l1 lTahun l1946 lRepublik lIndonesia ltentang 

lperaturan lhukum lpidana luntuk lseluruh lwilayah lRepublik lIndonesia.2 
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Di Indonesia juga ada hukum yang tumbuh dari kebiasaan hidup 

masyarakat yang peraturannya tidak tertulis atau tidak terkodifikasi namun 

dipercaya dan ditaati oleh masyarakat, serta menjadi pedoman hidup masyarakat.  

“Di lIndonesia ljauh lsebelum lkemerdekaannya, lbahkan ljauh lsebelum lkedatangan 

lbangsa lEropa lke lbumi lnusantara, lmasyarakat lsudah lmempunyai lsistem lhukum 

lsendiri, lsebagai lpedoman ldalam lpergaulan lhidup lmasyarakat lyang ldinamakan 

lhukum ladat.”3
 lHukum ladat ltelah lada ldi lIndonesia lsejak ldulu, ldigunakan 

lsebagai lpedoman lhidup lbermasyarakat. lMenurut lR.M. lSoeripto ldalam lDewi 

lWulansari, lhukum ladat lmerupakan lsegala laturan-aturan/peraturan-peraturan 

lyang ltidak ltertulis lyang lbersumber ldari ladat ltingkah llaku lmasyarakat lIndonesia 

lyang lbersifat lhukum ldan lmengikat langgota lmasyarakat lserta lharus 

ldipertahankan loleh lpetugas lhukum ldan lpetugas lmasyarakat ldengan lupaya 

lpemaksaan latau lancaman lhukuman.4 lHukum ladalah lmasyarakat, lhukum ldan 

lmasyarakat ltidak ldapat ldipisahkan lkarena lhukum litu lmuncul lbersama 

lmasyarakat lsesuai ldengan listilah lyang lmenyatakan l“ubi lsocietas libi lius”, 

ldimana lada lmasyarakat ldisana lada lhukum. lOleh lkerena litu, lhukum ladat ladalah 

lwujud lkonkret ldari lnilai-nilai lsosial ldan lbudaya. 

Sebagian lbesar lhukum ladat lbersifat ltidak ltertulis, lnamun lnilai-nilainya 

lada ldan lberlaku ldalam lkehidupan lmasyarakat ladat. lHukum ladat lmemiliki lruang 

llingkup lyang lterbatas lyakni lhanya lberlaku lbagi lmasyarakat ladat lyang lada ldi 
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lwilayah lhukum ladat ltersebut lhidup, ldan lkeadaan lini lmemungkinkan lbahwa 

lsetiap lmasyarakat ladat ldapat lmemiliki lhukum ladat lyang lberbeda-beda lsatu 

ldengan llainnya. lSoekanto lselaku lseorang lahli lhukum, ldalam lBushar 

lMuhammad lmendefinisikan lhukum ladat lsebagai l“kompleks ladat-adat lyang 

lkebanyakan ltidak ldikitabkan, ltidak ldikodifikasikan ldan lbersifat lpaksaan 

lmempunyai lsanksi, ljadi lmempunyai lakibat lhukum”.5 lJadi, lmaksud lsoekanto 

lialah lhukum ladat lmerupakan laturan lyang ltidak ltertulis ldan lhidup ldalam 

lmasyarakat lsesuai lkebiasaan lyang lmemiliki lakibat lhukum. 

Hukum dan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam 

mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Apabila ada perbuatan 

yang salah atau menyimpang peran hukum adat sangatlah diperlukan dan terlihat 

lebih konkrit dalam penyelesaian masalahnya. Di dalam hukum pidana ada dua 

hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu, hukum pidana 

yang bersumber dari ketentuan hukum nasional atau tertulis yang sudah disusun 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan yang tidak 

tertulis yaitu Hukum Pidana Adat. Hukum pidana adat merupakan hukum yang 

hidup (living law) dalam masyarakat, hukum pidana adat menunjukkan perbuatan 

atau kesalahan yang harus dihukum karena peristiwa dan perbuatan itu telah 

merugikan atau mengganggu keseimbangan hidup dalam bermasyarakat.6 Jadi, 

hukum pidana adat merupakan pertanggungjawaban dari peristiwa atau akibat 
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hukum yang telah terjadi. Perbuatan seseorang atau penguasa adat yang 

bertentangan dengan ketertiban, kerukunan, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran 

hukum dapat mengganggu keseimbangan didalam masyarakat.7 Akibat dari 

terganggunya keseimbangan dalam masyarakat biasanya ada reaksi dari masyarakat 

yang disebut dengan reaksi adat, reaksi adat bertujuan untuk memulikan kembali 

keseimbangan yang terganggu.   

Menurut lHilman lHadikusuma, lhukum lpidana ladat lmemiliki lsifat lsebagai 

lberikut: 

1. Menyeluruh ldan lmenyatukan lkarena ldijiwai loleh lsifat lkosmis lyang 

lsaling lberhubungan lsehingga lhukum lpidana ladat ltidak lmembedakan 

lpelanggaran lyang lbersifat lpidana ldan lperdata lkesemuanya lakan 

ldiperiksa ldan ldiadili loleh lhakim ladat lsebagai lsatu lkesatuan lperkara 

lyang lpertimbangannya lbersifat lmenyeluruh lberdasarkan lsegala lfaktor 

lyang lmempengaruhinya. 

2. Ketentuan lyang lterbuka loleh lkarena lmanusia ltidak lakan lmampu 

lmeramalkan lmasa lyang lakan ldatang, lmaka lketentuan lhukum lpidana 

ladat ltidak lbersifat lpasti, lsifat lketentuaannya lbersifat lterbuka luntuk 

lsemua lperistiwa lyang lmungkin lterjadi. lYang lpenting ldijadikan 

lukuran ladalah lrasa lkeadilan lmasyarakat. 

3. Membeda-bedakan lpermasalahan lmaksudnya lapabila lterjadi lperistiwa 

lpelanggaran lmaka ldilihat lbukan lsemata-mata lperbuatan ldan 

lakibatnya, ltetapi ljuga lapa lyang lmenjadi llatar lbelakang ldan lsiapa 

lpelakunya. 

4. Peradilan ldengan lpermintaan, luntuk lmemeriksa ldan lmenyelesaikan 

lperkara lpelanggaran, lsebagian lbesar ldidasarkan lpada ladanya 

lpermintaan latau lpengaduan, ladanya lgugatan latau ltuntutan ldari lpihak 

lyag ldirugikan latau ldiperlakukan ltidak ladil lkecuali ldalam lhal lyang 

llangsung lmerugikan ldan lmenggangu lkeseimbangan lmasyarkat lyang 

ltidak ldapat ldiselesaikan ldalam lbatas lwewenang lkekerabatan. l 

5. Tindakan lreaksi latau lkoreksi. lDalam lhal lmelakukan ltindakan lreaksi 

latau lkoreksi ldalam lmenyelesaikan lperistiwa lyang lmengganggu 

lkeseimbangan lmasyarakat, lpetugas lhukum ltidak lsaja ldapat lbertindak 

lterhadap lpelakunya, ltetapi ljuga lterhadap lkeluarga latau lkerabat lpelaku 
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litu, latau lmungkin ldiperlukan lmembebankan lkewajiban luntuk 

lmengembalikan lkeseimbangan.8 

 

Hukum lpidana ladat lhanya lberlaku ldalam llingkungan lmasyarakat 

ltertentu, lkarena ltidak ladanya lhukum lpidana ladat lyang lberlaku lbagi lseluruh 

lmasyarakat lIndonesia. lKeberadaan lhukum lpidana ladat lmerupakan lcerminan ldari 

lkehidupan lmasyarakat, ldan lhukum lpidana ladat ldi lsetiap ldaerah lmemiliki 

lperbedaan lkarena lsesuai ldengan lkehidupan lmasyarakat ldengan lciri lkhas ltidak 

ltertulis.9  

Hukum pidana adat tersebar diberbagai daerah di Indonesia termasuk juga 

di Kabupaten Bungo yang merupakan daerah Provinsi Jambi bagian barat yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Hukum pidana adat di 

Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Bungo bersumber pada Pucuk Undang 

Nan Delapan dan Ikuk Undang Nan Dua Puluh. Sesuai dengan seluko adat 

“Undang nan dari Minangkabau, teliti nan dari Jambi” Undang-Undang tersebut 

merupakan adopsi dari undang-undang yang berasal dari Minangkabau kemudian 

diteliti di Jambi (kerajaan Jambi dulu) untuk disesuaikan dan disempurnakan 

sehingga sesuai dengan kehidupan masyarakat di daerah Jambi.10 Dalam undang-

undang diatas terdapat dua bentuk kesalahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil 

atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar. Kesalahan kecil atau 

sumbang kecil dibagi dalam dua perkara, yaitu: perselisihan antara satu sama lain, 
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dalam satu puak dan kesalahan bujang gadis dan lain lain dalam kampung, dengan 

kata lain kesalahan kecil merupakan kesalahan yang hanya merugikan korban serta 

keluarganya saja, kesalahan ini biasanya bersifat pelanggaran dan beberapa hal 

merupakan sengketa perdata. Kesalahan besar atau sumbang besar dibagi dalam 

empat perkara, yaitu: menikam bumi, mencarak telur, menyunting bungo setangkai, 

mandi dipancuran gading, dalam kata lain kesalahan besar merupakan kejahatan 

yang berupa tindak pidana. 

Kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk dari kesalahan besar yang sering 

mengganggu ketertiban masyarakat pada saat ini, seiring perkembangan zaman, di 

era globalisasi saat ini sangat banyak kendaraan bermotor yang beredar di 

masyarakat, seperti mobil dan sepeda motor. Karena terjangkaunya harga 

kendaraan bermotor dan mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan kendaraan 

bermotor di masa sekarang ini baik dengan cara dikredit atau dibayar lunas, dengan 

semakin banyaknya kendaraan bermotor yang beredar dimasyarakat maka 

berakibat pula meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas.  

Ketentuan lmengenai lkecelakaan llalu llintas ltelah ldiatur ldidalam lUndang-

Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas lDan lAngkutan lJalan lyang 

ldiatur ldalam lPasal l310 ldan lPasal l311. l 

Ketentuan lPasal l310 lmenyatakan lSetiap lorang lyang lmengemudikan 

lkendaraan lbermotor lyang lkarena lkelalaiannya lmengakibatkan 

lkecelakaan llalu llintas ldengan: 

1. Kerusakan lkendaraan ldan/atau lbarang, ldipidana ldengan lpidana 

lpenjara lpaling llama l6 l(enam l) lbulan ldan/atau ldenda lpaling lbanyak 

lRp.1.000.000,00- l(satu ljuta lrupiah). 

2. Korban lluka lringan ldan lkerusakan lkendaraan ldan/atau lbarang, 

ldipidana ldengan lpidana lpenjara lpaling llama l1 l(satu) ltahun ldan/atau 

ldenda lpaling lbanyak lRp.2.000.000,00- l(dua ljuta lrupiah). 



3. Korban lluka lberat, ldipidana ldengan lpidana lpenjara lpaling llama l5 

l(lima) ltahun ldan/atau ldenda lpaling lbanyak lRp.10.000.000,00- 

l(sepuluh ljuta lrupiah), ldalam lhal lkecelakaan ltersebut lmengakibatkan 

lorang llain lmeninggal ldunia ldipidana ldengan lpidana lpenjara lpaling 

llama l6 l(enam) ltahun ldan/atau ldenda lpaling lbanyak 

lRp.12.000.000,00- l(dua lbelas ljuta lrupiah). 

Ketentuan lPasal l311 ltentang lkecelakaan llalu llintas lmenyatakan lSetiap 

lorang lyang ldengan lsengaja lmengemudikan lkendaraan lbermotor ldengan 

lcara ldan lkeadaan lyang lmembahayakan lbagi lnyawa latau lbarang ldipidana 

ldengan lpidana lpenjara lpaling llama l1 l(satu) ltahun latau ldenda lpaling 

lbanyak lRp.3.000.000,- l(tiga ljuta lrupiah). lDalam lhal lperbuatan ltersebut 

lmengakibatkan lkecelakaan llalu llintas ldengan: 

1. kerusakan lkendaraan ldan/atau lbarang, lpelaku ldipidana ldengan lpidana 

lpenjara lpaling llama l2 l(dua) ltahun latau ldenda lpaling lbanyak 

lRp.4.000.000,00- l(empat ljuta lrupiah). 

2. korban lluka lringan ldan lkerusakan lkendaraan ldan/atau lbarang, 

ldipidana ldengan lpidana lpenjara lpaling llama l4 l(empat) ltahun latau 

ldenda lpaling lbanyak lRp.8.000.000,00- l(delapan ljuta lrupiah). 

3. korban lluka lberat, ldipidana ldengan lpidana lpenjara lpaling llama l10 

l(sepuluh) ltahun latau ldenda lpaling lbanyak lRp.20.000.000,- l(dua 

lpuluh ljuta lrupiah), ldalam lhal lkecelakaan ltersebut lmengakibatkan 

lorang llain lmeninggal ldunia ldipidana ldengan lpidana lpenjara lpaling 

llama l12 l(dua lbelas) ltahun latau ldenda lpaling lbanyak lRp.24.000.000,- 

l(dua lpuluh lempat ljuta lrupiah). 

 

Kecelakaan llalu llintas ladalah lperbuatan latau lkejadian lyang ltidak 

ldiinginkan loleh lkedua lbelah lpihak, lkecelakaan llalu llintas ldalam lhukum ladat 

lJambi ldigolongkan ldalam lketentuan ladat lberupa l“tekarmo”, ltekermo litu lsendiri 

lberarti lsuatu lperbuatan lyang ltidak ldisengaja latau ltidak ldikehendaki loleh lkedua 

lbelah lpihak lnamun lsudah ldiatur loleh lAllah lSWT. lKecelakaan llalu llintas lada 

lyang lmengakibatkan lluka lberat latau lringan lhingga lmeninggal ldunia latau 

lhilangnya lnyawa lseseorang. lDalam lhukum ladat lJambi lkecelakaan llalu llintas 

lyang lmengakibatkan lhilangnya lnyawa ldianggap lsebagai lkesalahan lbesar latau 

lsumbang lbesar. lBentuk lhukuman lyang ldapat ldiberikan lkepada lpelaku lyaitu 

ldikenakan lganti lrugi lberupa lmati ldibangun, lmaksudnya lapabila lmenghilangkan 



lnyawa lorang llain ldihukum ldengan lmembayar lbangun lberupa lsatu l(1) lekor 

lkerbau, lseratus l(100) lgantang lberas, lkain ldelapan l(8) lkayu, lyang ldilengkapi 

ldengan lselemak lsemanis lseasam lsegaram.11 

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau 

meninggalnya korban maka akan digunakan hukum dari tempat tinggal korban 

yang meninggal, proses penyelesaian perkara diselesaikan secara kekeluargaan 

melalui sidang nenek mamak, jika tidak dapat diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan atau salah satu pihak tidak menerima putusan dari sidang nenek 

mamak, sesuai seluko adat “bejenjang naik betanggo turun” maka perkara akan 

diserahkan ke bathin untuk diselesaikan dengan dilakukannya sidang bathin. Proses 

sidang tersebut diadakan dengan cara musyawarah oleh para pemuka adat untuk 

menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Musyawarah dihadiri oleh 

perwakilan dari kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, yang disebut 

dengan pengadilan Bathin. Setelah diperoleh kata sepakat dari kedua belah pihak 

atas musyawarah yang telah dilakukan oleh pemuka adat maka proses penyelesaian 

perkara telah selesai tanpa adanya campur tangan dari aparat penegak hukum. 

Berdasarkan informasi dari bapak Muhammad Nur sebagai salah satu nenek 

mamak Desa Tanah Periuk dan sebagai Ketua Lembaga Adat Kecamatan 

Tanah Sepenggal Lintas, pada pertengahan tahun 2022 tepatnya pada bulan 

Juli telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Korban bernama yahya (67 tahun) mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan 

Lintas Sumatra KM 24 Arah Padang, ia di tabrak oleh motor sport yang di 

kendarai oleh Yatno warga desa Pedukun. Proses penyelesaian perkara 

tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan kematian tersebut 
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menggunakan ketentuan hukum dari tempat tinggal korban yaitu desa Tanah 

Periuk, dengan penyelesaian perkara melalui sidang nenek mamak.12 

 

Proses lpenyelesaian lperkara lpidana lsecara lpengadilan ladat lini ltelah 

ldihapus ldari lsistem lhukum lIndonesia, ltetapi lpemerintah ltidak ldapat lmelarang 

lmasyarakat ladat luntuk lmenggunakan lhukum lpidana ladat ldalam lmenyelesaikan 

ltindak lpidana. lKetentuan lmengenai lpenghapusan lhukum ladat lterdapat ldidalam 

lUndang-Undang lDarurat lNomor l1 lTahun l1951 ldalam lPasal l5 layat l(3) lhuruf lb 

lyang lmenyatakan: 

Hukum lmaterial lsipil ldan luntuk lsementara lwaktupun lhukum lmateriil 

lpidana lsipil lyang lsampai lkini lberlaku luntuk lkaula-kaula ldaerah lSwapraja 

ldan lorang-orang lyang lpernah ldiadili loleh lpengadilan ladat, lada ltetap 

lberlaku lbagi lkaula-kaula ldan lorang-orang litu, ldengan lpengertian lbahwa 

lSuatu lperbuatan lyang lmenurut lhukum lyang lhidup lharus ldianggap lsebagai 

ltindak lpidana, ltetapi ltiada lbandingnya ldalam lKitab lHukum lPidana lSipil, 

lmaka ldianggap ldihukum ldengan ltidak llebih ldari ltiga lbulan lpenjara ldan l/ 

latau ldenda llima lratus lrupiah, lyaitu lsebagai lpengganti lbilamana lhukuman 

ladat lyang ldijatuhkan ltidak ldiikuti loleh lpihak lterhukum ldan lpenggantian 

lyang ldimaksud ldianggap lsepadan loleh lHakim ldengan lbesar lkesalahan 

lyang ldihukum, lbahwa lbilamana lhukuman ladat lyang ldijatuhkan litu 

lmenurut lfikiran lhakim lmelampaui lpadanya ldengan lhukuman lkurungan 

latau ldenda lyang ldimaksud ldiatas, lmaka lkesalahan lterdakwa ldapat 

ldikenakan lhukuman lpengganti lsetinggi l10 ltahun lpenjara, ldengan 

lpengertian lbahwa lhukuman ladat l, lhakim ltidak lselaras llagi ldengan lwaktu 

lterus ldiganti lseperti lyang ldisebutkan ldi latas, lbahwa lsuatu lperbuatan lyang 

lmenurut lhukum lyang lhidup lharus ldianggap lsebagai ltindak lpidana lyang 

lada lbandingnya ldalam lkitab lHukum lPidana lSipil l, lmaka ldianggap 

ldiancam ldengan lhukuman lsama ldengan lhukuman lbandingnya lyang 

lpaling lmirip ldengan ltindak lpidana litu. 

 

Pasal di atas menerangkan bahwa hukum pidana adat masih dapat digunakan 

untuk mengadili suatu perkara pidana selama tindak pidana yang telah terjadi itu 

belum ada ketentuannya didalam KUHP, dan selama tindak pidana tersebut 
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dikategorikan dalam tindak pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 3 

bulan penjara. 

Dari penjelasan dan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

mengajukan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang 

Menyebabkan Kematian Melalui Proses Peradilan Adat Menurut Hukum 

Adat Bungo (Studi Di Wilayah Hukum Adat Desa Tanah Periuk Bungo).” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang 

menyebabkan kematian melalui proses peradilan adat menurut hukum adat 

Bungo di desa Tanah Periuk, Bungo? 

2. Apa alasan masyarakat desa Tanah Periuk, Bungo menerima proses 

penyelesaian secara hukum adat Bungo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu 

lintas yang menyebabkan kematian? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu 

lintas yang menyebabkan kematian dengan menggunakan peradilan adat 

menurut hukum adat Bungo di desa Tanah Periuk 



2. Untuk mengetahui alasan masyarakat desa Tanah Periuk menerima proses 

penyelesaian perkara secara hukum adat Bungo terhadap tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan hukum yang telah didapat penulis 

dari bangku perkuliahan 

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya 

dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan 

kematian melalui proses peradilan adat menurut hukum adat Bungo di desa 

Tanah Periuk 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk melatih penulis dalam mengembangkan kemampuan melakukan 

penelitian ilmiah guna untuk dituangkan dalam skripsi penulis 

b. Bagi penegak hukum, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan 

masukan penegak hukum dalam mempertimbangkan aspek keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan 

c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan dewan perwakilan 

rakyat republik Indonesia sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam 

perumusan peraturan peraturan perundang-undangan dimasa depan. 



Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi sistem 

peradilan pidana di Indonesia sehingga dapat tercipta supremasi hukum 

E. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini didukung dengan kerangka konseptual yang mengandung 

beberapa definisi yang berhubungan dengan judul yang dibuat. 

1. Tindak Pidana 

Menurut Simons dalam Adami Chazawi, tindak pidana merupakan suatu 

tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang 

yang dinyatakan dengan dapat dihukum dan dapat dipertanggungjawabkan 

atas tindakannya.13 

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan 

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.”14 

Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang 

melanggar hukum pidana atau biasa disebut dengan kejahatan, perbuatan 

yang termasuk dalam tindak pidana adalah perbuatan yang telah diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbuatan pidana tersebut harus 

dipertanggungjawabkan oleh pelaku.  

 

 

                                                           
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 

2002, hlm. 75. 
14 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, 

Tanggerang Selatan, 2017, hlm. 35. 



2. Kecelakaan lLalu lLintas 

Menurut lPasal l1 langka l24 lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l l2009 

lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan lKecelakaan lLalu lLintas ladalah 

lsuatu lperistiwa ldi lJalan lyang ltidak ldiduga ldan ltidak ldisengaja lmelibatkan 

lkendaraan ldengan latau ltanpa lpengguna ljalan llain lyang lmengakibatkan 

lkorban lmanusia ldan/atau lkerugian lharta lbenda. 

3. Kematian 

Menurut lKamus lBesar lBahasa lIndonesia lkematian lberasal ldari lkata 

lmati lyang lberarti lsudah lhilang lnyawanya; ltidak lhidup llagi. 

Kematian latau lajal ladalah lakhir ldari lkehidupan, lketiadaan lnyawa 

ldalam lorganisme lbiologis. lSemua lmakhluk lhidup lpada lakhirnya lakan 

lmati lsecara lpermanen, lbaik lkarena lpenyebab lalami lseperti lpenyakit latau 

lkarena lpenyebab ltidak lalami lseperti lkecelakaan. lSetelah lkematian ltubuh 

lmakhluk lhidup lmengalami lpembusukan 

4. Peradilan Adat 

Peradilan adat diakui oleh negara melalui pasal 18B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi hingga saat 

ini pengakuan tersebut belum diderivasi ke dalam peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang dasar.15 

 

                                                           
15 I Ketut Sudantara, Tjok Istri Putra Astiti, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Sistem Peradilan 

Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman DI Bali”, Jurnal Kajian Bali, 

Vol. 07, No. 01, 2017, Hal. 86. 

Http://ojs.unud.ac.id/indeks.php/kajianbali/article/download/30532/18768  



5. Hukum lAdat l 

“Hukum ladat lmerupakan lsuatu listilah ldi lmasa lsilam lterkait 

lpemberian lilmu lpengetahuan lhukum lkepada lkelompok lhingga lbeberapa 

lpedoman lserta lkenyataan lyang lmengatur ldan lmenerbitkan lkehidupan 

lmasyarakat lindonesia.”16 

Hukum ladat ltimbul ldari lmasyarakat ldan lkebanyakan lwarga 

lmasyarakat lhidup ldi ldalam lsistem ltersebut. lMasyarakat litu lmengetahui, 

lmemahami, lmentaati, ldan lmenghargai lhukum ladat ltersebut17 

F. Landasan lTeori 

1. Teori lPenegakan lHukum 

Penegakan lhukum ladalah lproses ldilakukannya lupaya luntuk ltegaknya 

latau lberfungsinya lnorma-norma lhukum lsecara lnyata lsebagai 

lpedoman lperilaku ldalam llalu llintas latau lhubungan-hubungan lhukum 

ldalam lkehidupan lbermasyarakat ldan lbernegera. lDitinjau ldari lsudut 

lsubjeknya, ldalam larti lluas lpenegakan lhukum ldapat ldilakukan loleh 

lsiapa lsaja lyang lmenjalankan laturan lnormatif, ldalam larti lsempit 

lpenegakan lhukum ldilakukan loleh laparatur lpenegak lhukum ltertentu 

luntuk lmenjamin laturan lhukum lberjalan ldengan lsemestinya. 

lSedangkan lditinjau ldalam lsudut lobjeknya, lyaitu ldari lsegi lhukumnya, 

ldalam larti lluas lpenegakan lhukum lmencakup lnilai-nilai lkeadilan lyang 

lhidup ldalam lmasyarakat, ldalam larti lsempit lpenegakan lhukum lhanya 

lmenyangkut lperaturan lyang lformal ldan ltertulis lsaja.18 l 

 

Menurut lTitik lTriwulan lTutik ldalam lSusi lSasmita, lSahuri 

lLasmadi, lErwin lmengatakan lbahwa, lPenegakan lhukum lhakikatnya 

lmerupakan lupaya lmenyelaraskan lnilai-nilai lhukum ldengan 

lmerefleksikan ldi ldalam lbersikap ldan lbertindak ldi ldalam lpergaulan, 

                                                           
16 Erwin owan hermansyah soetoto., Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Buku Ajar Hukum 

Adat, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 2. 
17 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jawa Barat, 2008, hal 338.  
18 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum. http://www.jimly.com. Di akses pada tanggal 27 

Januari 2023 Pukul 22.17 WIB. 



ldemi lterwujudnya lkeadilan, lkepastian lhukum ldan lkemanfaatan 

lkeadilan ldengan lmenerapkan lsanksi-sanksi.19 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum: 

a. Materi hukum dimaksukan(sic!) isi dari undang-undang apakah 

sudah berpihak kepada tegaknya hukum. 

b. Penagak hukum dimaksudkan adalah seluruh pejabat yang 

berkompeten dalam penegakan hukum. 

c. Sarana dan prasarana adalah berupa peralatan, dukungarr(sic!) 

anggaran dan sistem yang mendukung proses penegakan hukum. 

d. Masyarakat yang dimaksud apakah sikap masyarakat sudah 

mendukung proses tegaknya hukum. 

e. Budaya masyarakat adalah kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari 

yang sudah tertanam sesuai aturan yang berlaku.20 

 

2. Teori Keadilan Restoratif  

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak 

pidana diluar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku 

dan keluarga korban serta pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan damai, 

dimana pelaku diperkenankan membayar ganti rugi untuk memperbaiki 

keadaan sehingga pelaku tidak dijatuhi pidana ataupun sanksi.21 Sedangkan 

menurut Pendapat Denny Wahyudhi dan Herry Liyus, dalam Aulia Parasdika, 

Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, menjelaskan bahwa: 

Konsep ldasar ldari lrestorative ljustice lini ladalah lmusyawarah lmufakat 

ldalam lmenyelesaikan lpermasalahan lhukum lyang ldialami loleh lpara 

lpihak lakibat lterjadinya lsuatu ltindak lpidana, ldimana lpara lpihak 

lmenyadari lsepenuhnya ldan lsecara lsukarela lmenyelesaikan 

                                                           
19 Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, Erwin, “Penegakan Hukum pidana terhadap polisi yang 

melakukan kekerasan Terhadap para pengunjuk rasa”, PAMPAS:Journal Of Criminal, Vol. 3 No. 3, 

2022, hlm. 252. https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/20748 

 
20Djayeng Tirto S, 

http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011883/swf/1485/files/basichtml/page

6.html, Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 Pukul 22.33 WIB. 
21Tita Nia, Haryadi, Andi Najemi “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak 

Pidana Penganiayaan Ringan”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 227.  

https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/19993 

http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011883/swf/1485/files/basichtml/page6.html
http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011883/swf/1485/files/basichtml/page6.html


lpermasalahan lhukumnya lmelalui lmusyawarah lmufakat ltersebut. 

lArtinya lbaik lkorban ldan lkeluarganya lmaupun lpelaku ldan 

lkeluarganya latau lpihak lketiga lyang lindependen ldipercaya loleh 

lmasing-masing lpihak luntuk lduduk lbersama-sama lmenyelesaikan 

lpermasalahan lhukum lyang ldihadapi.22 

  

“Keadilan restorative muncul dari emosi manusia yang berusaha 

menolak dan membalas penderitaan yang dialami dirinya dan orang lain. 

Rasa keadilan memberontak terhadap kerugian dan penderitaan, bukan 

hanya karena kepentingan individu tapi lebih konprehensif dari pada 

orang lain yang kita bandingkan dengan diri kita sendiri, sehingga sifat 

keadilan mencakuf semua persyaratan moral yang sangat penting untuk 

kesejahteraan umat manusia.”23 

 

“Penyelesaian lsecara lrestorative ljustice ldidasari loleh lsurat ledaran 

lPolri lNomor: lSE/2/11/2021 ltentang lkesadaran lbudaya lberetika luntuk 

lmewujudkan lruang ldigital lIndonesia lyang lbersih, lsehat, ldan lproduktif.”24 

G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam membuat karya tulis ilmiah ini 

ialah pendekatan Yuridis Empiris yaitu memperoleh data-data guna untuk 

mengkaji pemberlakuan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui proses peradilan 

                                                           
22Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, “Penerapan Keadilan Restoratif 

Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 73. 

https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/17788 
23 Rosalin S, Usman, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum”, PAMPAS: Journal Of Criminal, 

Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 181. https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/27009/16219 
24Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida, Muhamad Rapik, “Perbandingan Proses Penyelesaian 

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia”. PAMPAS: Journal Of Criminal, 

Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 3. https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/17673 

  



adat menurut hukum adat Bungo (studi di wilayah hukum adat Desa Tanah 

Periuk, Bungo). 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penelitian akan dilakukan di 

Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, 

Provinsi Jambi. 

3. Penentuan Jenis Dan Sumber Data Hukum 

a.  Jenis data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1) Data Primer  

Data primer yang digunakan penulis berupa hasil dari wawancara, 

observasi maupun dokumen-dokumen tidak resmi yang di olah oleh 

penulis  

2) Data lSekunder l 

Data lsekunder ldapat ldibagi lmenjadi ltiga lyaitu: l 

a) Bahan lHukum lPrimer l 

Bahan lhukum lprimer lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini lyaitu: 

(1) Kitab lUndang-Undang lHukum lPidana l 

(2) Kitab lUndang-Undang lHukum lAcara lPidana l 

(3) Undang-Undang lDarurat lNomor l1 lTahun l1951 

(4) Undang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 l 

(5) Pucuk lundang lNan lDelapan l 

(6) Ikuk lundang lnan lduo lpuluh. 



 

b) Bahan lHukum lSekunder l 

Bahan lhukum lsekunder lyang ldigunakan ldalam lpenelitian 

lini lberupa lbuku-buku, ljurnal-jurnal, ldan ldata-data ldari linternet 

lyang lberkaitan ldengan lpenelitian lyang ldilakukan. 

c) Bahan lHukum lTersier l 

Bahan lhukum ltersier lyang ldigunakan ldalam lpenelitian 

lini lberupa lkamus lbesar lBahasa lIndonesia ldan lsebagainya. l l 

b. Sumber lData 

a. lPenelitian lLapangan l(Field lResearch) 

Penelitian lakan ldilakukan ldi lDesa lTanah lPeriuk, lKecamatan 

lTanah lSepenggal lLintas. 

b. lPenelitian lKepustakaan l(library lresearch) 

Analisis ldilakukan lterhadap ldokumen-dokumen lkepustakaan 

lyang lmerupakan lbahan lhukum lprimer lkemudian ldikelompokkan ldan 

ldiidentifikasikan ldengan ltopik lyang ldibahas. 

4. Pengumpulan Data 

a.  Wawancara  

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan metode 

wawancara semi struktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan akan 

ada juga beberapa pertanyaan spontan yang dilontarkan kepada 

narasumber pada saat wawancara berlangsung. 

b. Observasi 



Observasi dilakukan dengan cara mengamati respon dari masyarakat 

baik berupa sikap maupun fenomena yang sering terjadi. 

c. Studi Dokumen 

Studi ldokumen ldilakukan ldengan lcara lmengumpulkan, lmempelajari, 

ldan lmenganalisis lteori-teori ldan lperaturan-peraturan lyang lberhubungan 

ldengan lpenelitian. 

5. Pengolahan ldan lAnalisis lData 

a. Pengolahan lData l 

Pengolahan ldata ldi lpenelitian lini lmenggunakan lteknik lediting, ladalah 

lpemilihan ldata lyang ldiperoleh lsehingga lmenjadi lterstruktur luntuk 

lmemastikan ldata ltersebut lsudah llengkap luntuk ldiolah ldan ldianalisis. 

b. Analisis lData 

Teknik lanalisis ldata lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini lyaitu 

lanalisis lkualitatif lkarena ljenis ldata lyang ldigunakan lbersifat lmonografis 

latau lberwujud lkasus-kasus, ldata ltersebut lpenulis ljabarkan ldalam 

lbentuk lkalimat latau lkata-kata. l 

H. Sistematika lPenulisan 

Sistematika lpenulisan lini ldibagi ldalam lempat lbab, lsetiap lbab ltersebut 

ldiuraikan lkembali ldalam lsub-sub lbab lyaitu lbagian luraian llebih lkecil. lSemua 

lbagian ldalam lproposal lini lmerupakan lsatu lkesatuan lantara lyang lsatu ldengan 

lyang llainnya. lSistematika lpenulisan lskripsi lini ladalah lsebagai lberikut: 

 



BAB I: Pendahuluan 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan mengenai asas-asas hukum maupun norma-norma 

yang berhubungan dengan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu 

lintas yang menyebabkan kematian melalui proses peradilan adat Bungo. 

BAB III: Pembahasan 

Bab ini merupakan bab pembahasan dari permasalahan yang menguraikan 

tentang proses penyalesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang 

menyebabkan kematian melalui peradilan adat Desa Tanah Periuk 

menurut hukum adat Bungo. 

BAB IV: Penutup 

pada bab ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan 

kesimpulan yang didapat dari penelitian serta saran yang nantinya 

berkemungkinan dapat dimanfaatkan bagi penegakkan hukum terhadap 

tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui 

proses peradilan adat menurut hukum adat Bungo. 

 

 

 

 


